
 

 
PENDAHULUAN 

Transformasi global dalam tata kelola pemerintahan menunjukkan pergeseran signifikan menuju 

model pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis akuntabilitas publik, seiring dengan 

meningkatnya kompleksitas interaksi hukum dalam era digital dan globalisasi ekonomi. Dalam fungsi 

pengawasan terhadap pejabat publik tidak lagi dipahami sebagai mekanisme administratif semata, 
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Abstract 
Supervision of notarial practices constitutes a crucial instrument in ensuring legal certainty and 

maintaining administrative order in the notarial office, as regulated under Law Number 2 of 2014 

concerning Notary Position. However, notarial practices in Serang Regency still exhibit 

administrative violations, including breaches of territorial jurisdiction and non-compliance with 

administrative obligations, thereby creating a gap between normative provisions and practical 

implementation. This study aims to analyze the supervisory procedures carried out by the Regional 

Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD) of Serang Regency toward notaries 

committing administrative violations, as well as to identify the constraints encountered in its 

implementation. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive 

qualitative method, utilizing primary data obtained through interviews and observations, and 

secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings indicate that 

supervision is conducted through the examination of notarial protocols, summons and investigation 

processes, administrative guidance, and the provision of tiered administrative sanction 

recommendations. Nevertheless, its implementation has not been optimal due to various 

administrative, institutional, and resource-related constraints. Therefore, strengthening 

supervisory functions, enhancing institutional support, and improving notaries’ professionalism 

and legal awareness are essential. 

 

Keywords: Administrative Violations, Notary, Regional Supervisory Council, Supervision, 

Supervisory Procedures. 

Abstrak 

Pengawasan terhadap praktik kenotariatan merupakan instrumen penting dalam menjamin 

kepastian hukum dan tertib administrasi jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, praktik kenotariatan di Kabupaten Serang 

masih menunjukkan adanya pelanggaran administratif, seperti pelanggaran kewilayahan jabatan 

dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara 

ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur 

pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Serang terhadap notaris yang 

melakukan pelanggaran administratif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif 

deskriptif melalui data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa 

peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris, pemanggilan dan pemeriksaan, 

pembinaan administratif, serta pemberian rekomendasi sanksi secara berjenjang. Namun, 

pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala administratif, kelembagaan, dan sumber 

daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan dukungan 

kelembagaan, serta peningkatan profesionalisme dan kesadaran hukum notaris. 

 

Kata kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pelanggaran Administratif, Pengawasan, Prosedur 

Pengawasan. 
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melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga legitimasi institusi hukum dan kepercayaan 

publik terhadap negara hukum. Praktik good governance menuntut adanya keseimbangan antara 

pemberian kewenangan dan penguatan mekanisme kontrol, terutama pada profesi yang memiliki 

otoritas legal tinggi seperti notaris (Prasojo, 2022; Sururama & Amalia, 2020).  

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang unik karena berperan sebagai perantara 

kepercayaan dalam transaksi keperdataan, sehingga kualitas pengawasan terhadapnya menjadi 

indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum administratif (Talita & Ratna, 2023; Bondi 

et al., 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas pejabat publik, termasuk dalam konteks 

kenotariatan. Studi mengenai sistem pengawasan pemerintahan menunjukkan bahwa efektivitas 

pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta 

integrasi antara norma hukum dan praktik administratif (Siregar & Halking, 2024; Sunge et al., 2025).  

Penelitian menekankan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas memiliki peran krusial dalam 

memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan (Salsa, 2020; Zarfinal & 

Fajri, 2021). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan pengawasan dalam kerangka 

normatif, tanpa memberikan elaborasi mendalam mengenai dinamika implementasi di tingkat lokal 

yang sering kali menghadapi kompleksitas tersendiri (Haryanti, 2020; Ayuningtyas, 2020). Analisis 

kritis terhadap literatur menunjukkan adanya kecenderungan generalisasi dalam memahami efektivitas 

pengawasan, di mana variabel kontekstual seperti kondisi geografis, jumlah notaris, serta kapasitas 

organisasi pengawas kurang mendapatkan perhatian memadai. Beberapa studi bahkan menunjukkan 

inkonsistensi antara desain regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan, terutama terkait mekanisme 

pemeriksaan, koordinasi antar lembaga, serta kepatuhan subjek yang diawasi (Arifiyani & 

Purbaningrum, 2024; Aulia & Nasution, 2022).  

Keterbatasan penelitian empiris menyebabkan pemahaman mengenai prosedur pengawasan 

sering kali bersifat abstrak dan tidak mencerminkan realitas operasional, sehingga sulit dijadikan dasar 

untuk perumusan kebijakan yang efektif (Umar & Attamimi, 2020; Utami & Mauliana, 2022). 

Kesenjangan konseptual dan empiris tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan 

meningkatnya jumlah notaris dan kompleksitas layanan hukum di daerah, termasuk di Kabupaten 

Serang. Fenomena pelanggaran administratif seperti pelanggaran wilayah jabatan dan ketidakpatuhan 

terhadap kewajiban administratif menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum sepenuhnya 

mampu mengendalikan perilaku profesional notaris. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas 

pelayanan hukum, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan 

sebagai penjaga kepastian hukum (Syadiyah et al., 2024; Gano et al., 2024).  

Dalam perspektif hukum administrasi negara, lemahnya pengawasan mencerminkan adanya 

disfungsi dalam sistem kontrol yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan administratif 

(Prasojo, 2022; Sururama & Amalia, 2020). Urgensi untuk mengkaji prosedur pengawasan secara lebih 

mendalam tidak hanya didorong oleh kebutuhan akademik, tetapi juga oleh tuntutan praktis dalam 

memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang tidak efektif berimplikasi langsung 

pada rendahnya akuntabilitas dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam 

profesi yang berbasis kepercayaan publik seperti notaris. Dalam konteks ini, penguatan fungsi Majelis 

Pengawas Daerah menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap 

Undang-Undang Jabatan Notaris (Salsa, 2020; Zarfinal & Fajri, 2021). Tanpa pemahaman yang 

komprehensif mengenai bagaimana prosedur pengawasan dijalankan secara aktual, upaya reformasi 

kelembagaan cenderung bersifat normatif dan kurang menyentuh akar permasalahan (Siregar & 

Halking, 2024; Arifiyani & Purbaningrum, 2024).  

Penelitian ini menempatkan dirinya dalam lanskap keilmuan hukum administrasi negara dengan 

fokus pada interseksi antara norma hukum dan praktik pengawasan di tingkat lokal. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek normatif atau evaluatif secara umum, studi ini 

berupaya menggali secara empiris prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap 

pelanggaran administratif notaris di Kabupaten Serang. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi 

yang lebih tajam terhadap dinamika implementasi, termasuk interaksi antara aktor, mekanisme kerja, 

serta hambatan struktural yang dihadapi dalam praktik (Umar & Attamimi, 2020; Haryanti, 2020).  

Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga menawarkan perspektif 

kontekstual yang selama ini kurang terakomodasi dalam kajian kenotariatan. Kontribusi penelitian ini 

diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam merumuskan model pengawasan 
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yang lebih responsif terhadap tantangan empiris. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus 

mengenai efektivitas pengawasan dalam hukum administrasi negara, khususnya pada profesi notaris 

yang memiliki karakteristik unik sebagai pejabat umum sekaligus pelaku layanan hukum privat. Secara 

metodologis, penggunaan pendekatan yuridis empiris memberikan kontribusi dalam menjembatani 

kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik 

mengenai implementasi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 

prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap pelanggaran 

administratif notaris serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sebagai dasar 

untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang 

tidak hanya berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana 

hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah 

implementasi pengawasan dan sanksi administratif terhadap notaris di Kabupaten Serang, sehingga 

mampu mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif (law in books) dan realitas empiris (law in 

action). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai prosedur pengawasan serta 

menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi data primer 

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (Soerjono 

Soekanto, 2015).  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis melalui 

buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui 

wawancara dengan informan kunci, yaitu Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang, 

serta pengumpulan dokumen pendukung yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan 

mengaitkan data dengan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Serang, khususnya pada Majelis Pengawas Daerah dan beberapa kantor 

notaris, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap 

notaris (Kurniasih et al, 2021). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap Notaris yang 

Melakukan Pelanggaran Administratif 

Prosedur pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Serang 

secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 

khususnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 yang mengatur kewenangan pengawasan dan pembinaan 

terhadap notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian integral dari 

sistem hukum administratif yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan ketertiban jabatan notaris. 

Secara sistematis, norma tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 

2020 yang mengatur tata cara pemeriksaan MPD terhadap notaris. Dalam perspektif teori sistem hukum, 

pengawasan ini merupakan manifestasi dari struktur hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan 

antara norma dan praktik (Friedman, 2020).  

Berdasarkan temuan empiris, MPD Kabupaten Serang melaksanakan fungsi ini melalui 

mekanisme administratif yang terstruktur, meskipun masih menghadapi tantangan implementatif. 

Dalam praktiknya, prosedur pengawasan diawali dengan pemeriksaan protokol notaris sebagaimana 

diatur dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemeriksaan ini mencakup akta, minuta, 

repertorium, dan dokumen administratif lain yang wajib dipelihara oleh notaris. Berdasarkan 

wawancara lapangan, pemeriksaan dilakukan secara berkala maupun insidental tergantung pada laporan 

masyarakat atau temuan internal MPD. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan internal dalam 

administrasi negara yang menekankan pentingnya kontrol preventif (Najib & Mahendradi, 2026). 

Dengan demikian, tahap awal ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi pelanggaran 

administratif.  
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Tahap selanjutnya adalah pemanggilan notaris untuk dilakukan klarifikasi apabila ditemukan 

indikasi pelanggaran administratif. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada MPD untuk memanggil dan memeriksa 

notaris secara administratif. Dalam praktik empiris, pemanggilan dilakukan melalui surat resmi dengan 

tenggat waktu tertentu yang wajib dipatuhi oleh notaris. Proses ini mencerminkan penerapan asas due 

process of law dalam konteks hukum administrasi negara (Rahman et al., 2024).  

Prosedur ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga menjamin hak notaris untuk memberikan 

klarifikasi. Dalam tahap pemeriksaan, MPD melakukan analisis terhadap jenis pelanggaran 

administratif yang dilakukan oleh notaris dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 

Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris. Pelanggaran seperti tidak membacakan akta atau tidak 

memenuhi kewajiban administratif lainnya menjadi objek utama pemeriksaan. Hal ini diperkuat oleh 

temuan empiris yang menunjukkan bahwa pelanggaran administratif sering berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap prosedur formal (Putri et al., 2022).  

Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada norma hukum positif yang berlaku. 

Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai dasar penentuan jenis sanksi administratif. Selanjutnya, 

MPD menyusun berita acara pemeriksaan sebagai dokumen resmi yang mencatat hasil pemeriksaan 

terhadap notaris. Dokumen ini memiliki kekuatan administratif sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan lebih lanjut. Dalam praktik di Kabupaten Serang, berita acara tersebut memuat kronologi 

pelanggaran, keterangan notaris, serta rekomendasi awal MPD. Proses ini mencerminkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2021).  

Dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum administratif. 

Pemberian pembinaan administratif merupakan tahap berikutnya dalam prosedur pengawasan, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016. Pembinaan ini 

dapat berupa teguran lisan maupun tertulis yang bertujuan memperbaiki perilaku notaris. Berdasarkan 

temuan lapangan, MPD Kabupaten Serang lebih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum 

menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan 

pendekatan preventif dan edukatif (Lestari, 2022).  

Pembinaan menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalisme notaris. Apabila 

pelanggaran dianggap serius, MPD memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Majelis 

Pengawas Wilayah atau Pusat. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme berjenjang dalam sistem 

pengawasan notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 

2021. Dalam praktik empiris, rekomendasi tersebut didasarkan pada tingkat pelanggaran dan 

dampaknya terhadap kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan klasifikasi sanksi administratif yang 

menekankan proporsionalitas (Rimadini & Suprapto, 2025). Sistem berjenjang ini menjamin 

konsistensi dalam penjatuhan sanksi. Sebagai ilustrasi normatif dan empiris, berikut pemetaan prosedur 

pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Serang: 

 

Tabel 1. Pemetaan Normatif dan Empiris Prosedur Pengawasan Majelis Pengawas Daerah 

terhadap Notaris di Kabupaten Serang 

 

Tahapan Dasar Hukum Bentuk Tindakan 

Pemeriksaan Protokol Pasal 70 UUJN Audit dokumen 

Pemanggilan Permenkumham 15/2020 Klarifikasi 

Pemeriksaan UUJN Pasal 16 Analisis pelanggaran 

Pembinaan Permenkumham 61/2016 Teguran 

Rekomendasi Permenkumham 16/2021 Sanksi berjenjang 

 

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. 

Secara empiris, implementasi tahapan ini telah dilakukan oleh MPD Kabupaten Serang meskipun 

terdapat variasi dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif sosio-legal, prosedur pengawasan ini tidak 

dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor 

seperti jumlah notaris, luas wilayah, dan kapasitas kelembagaan MPD mempengaruhi implementasi 

prosedur tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi 

juga sebagai praktik sosial (Friedman, 2020). Analisis prosedur pengawasan harus mempertimbangkan 

konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pendekatan empiris menjadi relevan dalam 
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memahami realitas implementasi hukum. Selain itu, perkembangan teknologi seperti konsep cyber 

notary juga mempengaruhi prosedur pengawasan notaris.  

Pengawasan tidak lagi terbatas pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup dokumen 

elektronik. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem pengawasan yang belum sepenuhnya 

diakomodasi oleh regulasi (Rizkianti et al., 2025). Dengan demikian, diperlukan adaptasi regulasi untuk 

menjawab perkembangan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur pengawasan harus 

bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, prosedur pengawasan 

oleh MPD Kabupaten Serang menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik 

empiris, meskipun belum sepenuhnya optimal. Implementasi prosedur tersebut telah mengikuti 

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan turunannya. Namun, efektivitasnya masih 

dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan 

pengawasan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kualitas implementasinya (Silalahi & 

Susana, 2025). Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawas menjadi kebutuhan 

mendesak dalam sistem pengawasan notaris. 

 

Kendala Majelis Pengawas Daerah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Notaris 

di Kabupaten Serang 

Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Kabupaten Serang harus dipahami dalam kerangka sistem hukum yang mengintegrasikan struktur, 

substansi, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (2020). Secara normatif, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan yang 

cukup kepada MPD untuk melakukan pengawasan, khususnya melalui Pasal 67 dan Pasal 70. Namun, 

secara empiris ditemukan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan 

norma, melainkan juga oleh faktor implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara law in books dan law in action dalam praktik pengawasan notaris. Analisis kendala harus 

mencakup dimensi normatif dan empiris secara simultan. Salah satu kendala utama yang dihadapi MPD 

Kabupaten Serang adalah ketidakakuratan data administratif notaris yang menjadi objek pengawasan.  

Notaris diwajibkan untuk melaporkan dan memperbarui data administratifnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya, banyak notaris yang 

tidak memperbarui data secara berkala, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Kondisi ini 

menghambat fungsi pengawasan preventif karena MPD tidak memiliki basis data yang valid. Fenomena 

ini juga mencerminkan lemahnya kepatuhan administratif yang menjadi salah satu indikator rendahnya 

efektivitas penegakan hukum (Silalahi & Susana, 2025). Kendala berikutnya adalah rendahnya 

responsibilitas notaris dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh MPD. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, notaris wajib hadir dalam proses pemeriksaan ketika 

dipanggil oleh MPD. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat notaris yang 

menunda atau tidak memenuhi panggilan tersebut. Kondisi ini memperlambat proses klarifikasi dan 

penegakan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Nadia et al. (2021) yang menyatakan 

bahwa rendahnya kepatuhan subjek hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan kode etik 

notaris.  

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh 

MPD Kabupaten Serang. Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 

telah mengatur mengenai dukungan anggaran bagi Majelis Pengawas. Namun, dalam praktiknya, 

alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan 

secara optimal. Hal ini berdampak pada terbatasnya frekuensi pemeriksaan lapangan yang dapat 

dilakukan oleh MPD. Dalam perspektif administrasi negara, keterbatasan anggaran merupakan faktor 

struktural yang mempengaruhi kinerja lembaga pengawas (Dwiyanto, 2021).  

Tidak berfungsinya kantor notaris secara optimal juga menjadi kendala dalam proses 

pengawasan. Beberapa notaris diketahui tidak menjalankan kantor secara aktif sesuai dengan ketentuan 

Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai wilayah jabatan. Kondisi ini menyulitkan MPD 

dalam melakukan pemeriksaan langsung terhadap protokol notaris. Hal ini juga berkaitan dengan 

pelanggaran kewilayahan yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Rimadini dan Suprapto (2025) yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap wilayah 

jabatan dalam menjaga kepastian hukum.  
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Perubahan mekanisme pemeriksaan dari kunjungan lapangan menjadi sistem pemanggilan juga 

menimbulkan kendala tersendiri. Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 

Tahun 2020 memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pemeriksaan. Namun, dalam 

praktiknya, sistem pemanggilan dinilai kurang efektif karena bergantung pada kehadiran notaris. 

Kondisi ini berbeda dengan mekanisme kunjungan lapangan yang memungkinkan verifikasi langsung 

terhadap kondisi kantor notaris. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pengawasan perlu 

diimbangi dengan kesiapan sistem dan sumber daya (Lorentzon & Fotoh, 2024).  

Kendala lainnya adalah adanya transisi kepengurusan dalam tubuh MPD yang berdampak pada 

kontinuitas pengawasan. Secara normatif, struktur organisasi MPD diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya, pergantian kepengurusan sering 

kali menyebabkan terjadinya penyesuaian ulang dalam sistem kerja dan koordinasi internal. Hal ini 

berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pengawasan yang telah direncanakan. Dalam 

perspektif kelembagaan, stabilitas organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas 

pengawasan (Rahman et al., 2024). Sebagai ilustrasi empiris, berikut klasifikasi kendala yang dihadapi 

MPD Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pengawasan: 

 

Tabel 2. Klasifikasi Kendala Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di 

Kabupaten Serang 

 

Jenis Kendala Sifat Dampak 

Data administratif tidak akurat Teknis Pengawasan tidak efektif 

Responsibilitas notaris rendah Kultural Proses pemeriksaan terhambat 

Keterbatasan anggaran Struktural Frekuensi pengawasan terbatas 

Kantor tidak aktif Normatif Sulit verifikasi lapangan 

Mekanisme pemanggilan Prosedural Efektivitas menurun 

Transisi kepengurusan Organisasional Koordinasi terganggu 

SDM terbatas Struktural Beban kerja meningkat 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling 

berkaitan. Analisis ini menegaskan bahwa permasalahan pengawasan tidak dapat diselesaikan hanya 

melalui pendekatan normatif semata. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah anggota MPD yang terbatas tidak sebanding 

dengan jumlah notaris yang harus diawasi di wilayah Kabupaten Serang. Hal ini menyebabkan beban 

kerja yang tinggi dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan.  

Dalam perspektif teori pengawasan, kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam menentukan 

efektivitas pengawasan (Najib & Mahendradi, 2026). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM 

menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain faktor internal, kendala eksternal seperti rendahnya 

kesadaran hukum notaris juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun Undang-Undang 

Jabatan Notaris telah mengatur kewajiban dan sanksi secara jelas, tingkat kepatuhan notaris masih 

bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam kultur hukum yang belum sepenuhnya 

mendukung penegakan hukum. Muhammad dan Santoso (2023) menegaskan bahwa kesadaran etika 

profesi menjadi faktor penting dalam mencegah pelanggaran.  

Pengawasan harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesadaran hukum. Secara keseluruhan, 

kendala yang dihadapi MPD Kabupaten Serang dalam melaksanakan fungsi pengawasan menunjukkan 

adanya interaksi antara faktor normatif, struktural, dan kultural. Meskipun kerangka regulasi telah 

tersedia secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga 

pada kondisi empiris di lapangan. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan perlunya 

pendekatan integratif antara regulasi dan praktik (Friedman, 2020). Oleh karena itu, diperlukan 

reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk meningkatkan efektivitas sistem 

pengawasan notaris di Kabupaten Serang. 

 

KESIMPULAN 

Prosedur pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang terhadap notaris yang 

melakukan pelanggaran administratif telah dilaksanakan berdasarkan kerangka normatif Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksananya, melalui tahapan 

pemeriksaan protokol, pemanggilan, pemeriksaan, pembinaan administratif, dan pemberian 

rekomendasi sanksi secara berjenjang. Secara empiris, mekanisme tersebut menunjukkan adanya 

kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasi, namun efektivitasnya belum optimal karena 

dipengaruhi oleh berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan kultural. Keterbatasan data 

administratif, rendahnya kepatuhan notaris, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta 

dinamika kelembagaan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Kondisi ini 

menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi 

juga oleh kapasitas institusional dan kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam sistem 

kenotariatan.  

Diperlukan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Daerah melalui peningkatan alokasi 

anggaran, penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem 

administrasi berbasis teknologi untuk mendukung akurasi data dan efektivitas pengawasan. Selain itu, 

perlu dilakukan reformulasi mekanisme pengawasan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem 

pemeriksaan berbasis digital dan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas. Upaya peningkatan 

kesadaran hukum dan profesionalisme notaris juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui 

pembinaan, pendidikan, dan penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan sistem pengawasan notaris dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan 

mampu menjamin kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan. 
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